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 Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul Tinjuan Hukum 
Islam mengenai sewa menyewa tanah untuk pembuatan bata di desa Ngerowo 
kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah Bagaimanakah Transaksi akad terhadap sewa-menyewa tanah untuk 
pembuatan batu bata di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten 
Mojokerto, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa-menyewa tanah 
untuk pembuatan batu bata di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten 
Mojokerto. 
 Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan di atas, studi ini diarahkan 
pada penelitian yuridis empiris, yaitu permasalahan yang dikaji atas materi 
hukum atau peraturan-peraturan yang ada dikaitkan dengan materi penelitian 
kepustakaan untuk memperoleh data skunder dan penelitian lapangan (Field 
Research) yaitu informasi dan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian 
langsung ke lapangan yang berlokasi di desa Ngerowo kecamatan Bangsal 
kabupaten Mojokerto. Untuk melengkapi agar permasalahan ini dapat 
terselesaikan dengan jawaban yang valid, digunakanlah instrumen pengumpulan 
data yaitu dengan cara wawancara.  
 Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan penulis dilapangan, 
banyaknya pengusaha batu bata di desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten 
Mojokerto yang tidak memiliki lahan sendiri, sehingga masyarakat desa 
Ngerowo menyewa tanah kepada pihak lain. Ada 6 orang yang menyewa tanah 
yang digunakan untuk membuat batu bata. Dalam pelaksanaannya, tanah yang 
dijadikan objek ija>rah akan berkurang. Semakin banyak batu bata yang dihasilkan 
akan semakin banyak pula tanah yang diambil. Pelaksanaan sewa menyewa yang 
dilakukan masyarakat di desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto 
tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena salah satu pihak merasa di 
rugikan  dalam kenyataannya di lapang pihak yang menyewakan merasa di 
rugikan karena para pihak penyewa mengeruk atau menggali tanah sewa tidak 
beraturan dan tidak di tentukan batas kedalaman dan ukurun tanah yang di ambil 
dan mengakibatkan pihak penyewa merasa di rugikan setelah masa sewa habis 
tanah tidak produktif lagi untuk di tanami kembali. 
 Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Sewa-
menyewa tanah untuk pembuatan batu bata di desa Ngerowo kecamatan Bangsal 
kabupaten Mojokerto Dilihat dari syarat dan rukun sewa menyewa, praktik akad 
yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tinjauan hukum Islam 
terhadap sewa-menyewa tanah untuk pembuatan batu bata di desa Ngerowo 
kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto adalah tidak sah, karena tanah yang 
disewakan di ambil zatnya tanah tersebut sehingga menjadikan tanah berkurang 
dan rusak, menurut penulis akad dalam pembuatan batu bata di desa Ngerowo 
kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto lebih sesui menggunakan akad jual 
beli, karena objek dalam akad jual beli berpindah hak kepemilikannya selamaya. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri.  Manusia 
selalu membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, 
maka manusia senantiasa terlibat dalam suatu atau hubungan muamalah. Salah 
satu praktek mumalah yang sering dilakukan adalah sewa-menyewa.  Sebagai 
umat Islam sudah sewajarnya melaksanankan praktik muamalah tidak hanya 
menggunakan  rasio akal semata, namun tetap memegang teguh ajaran Al-Quran 
dan hadis. 
Dalam anjaran Islam dibahas mengenai hukum-hukum yang berkaitan 
tentang perbuatan manusia. Hukum tersebut mengatur dua macam hal, yakni 
hukum ibadat dan hukum muamalat. Hukum ibadat mengatur tentang hubungan 
manusia dengan Tuhan, seperti wajibnya sholat, zakat, dan puasa. Hukum 
muamalat mengatur hubungan manusia antara yang satu dengan yang lain, 




 Pada zaman yang serba modern ini, manusia  telah mengenal berbagai 
macam akad karena pada kenyataanya hal ini menunjukan bahwa betapa 
kehidupan tidak lepas dari apa yang namanya perjanjian akad. Akad yang 
memfasilitasi berbagai kepentingan  dalam kehidupan sehari-hari. Mengenginga
                                                          
1
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fikih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fikih Islam,  (Jakarta: 
Amzah, 2010),  3. 



































betapa pentingnya akad perjanjian, setiap peradaban manusia yang pernah 
muncul pasti memberi perhatian dan pengaturan terhadapnya.  Perjanjian akad 
mempunyai arti sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan dasar 
dari sekian banyak aktifitas keseharian. Melalui akad seorang lelaki dapat 
dipersatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan 
melalui akad berbagi kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. karena akad 
dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain 
Selain itu akad  juga merupakan salah satu sebab yang telah ditetapkan 
syara’ yang karenanya timbullah beberapa hukum.2 Sewa-menyawa atau dalam 
bahasa arab diistilahkan dengan al-ija>ru wal’ija>roh. Sedangkan menurut Sayid 
Sabiq : sewa-menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil 
manfaat dengan jalan penggantian.
3
 Pengertian di atas menunjukan bahwa yang 
dimaksud dengan sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. 
Berkaitan dengan hal ini, benda yang menjadi objek sewa tidak berkurang sama 
sekali karena yang berpindah hanyalah manfaat dari benda tersebut, misalnya 
dari manfaat rumah, kendaraan dan manfaat seperti pemusik.
4
 
Pada zaman sekarang ini perkembangan dunia perdagangan semakin 
meluas, sebagai macam perdagangan yang sebelumnya  tidak diperdagangkan, 
salah satu perkebangan perdagangan adalah tanah, yang mana pada saat ini tanah 
merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam ekonomi. Atas 
                                                          
2
 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah, Cet Ke 1 (Jakarta : 
Pustaka Rizka Putra, 1997), 27. 
3
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah 13,Terjemah Kamaludin A Marzuki, cet Ke-10, (Bandung:Alma’arif, 
1996),15. 
4
  Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam,  (Jakarta : Sinar 
Grafika,1993), 52. 



































dasar alasan ini, Islam melarang kepemilikan absolud atas seseorang yang 
memiliki tanah tidak boleh melantarkannya karena merupakan faktor produksi. 
Dalam pengolahan tanah pemilik tanah tidak selalu mengolahnya sendiri 
karena alasan keahlian atau alasan lainnya. Dalam hal ini bisa menyerahkan 
tanahnya pada orang lain dengan sistem sewa-menyewa atau bagi hasil. Dalam 
hal ini warga di desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto tersebut 
merupakan salah satu sentral pembuatan batu bata. Banyak para petani 
menyewakan tanahnya untuk pembutan batu bata karena dianggap lebih 
menguntungkan dan banyak menyerap tenaga kerja. Mengingat usaha pertanian 
yang tidak dapat menampung banyaknya tenaga kerja dan hasil pertanian yang 
kurang menguntungkan  maka diperlukan suatu usaha dari luar sektor pertanian 
yang mampu menampung banyaknya tenaga kerja dan menghasilkan lebih 
menguntungkan dibandingkan sektor pertanian. Selain itu mendukungnya 
kondisi geografis yang ada di desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten 
Mojokerto berupa lahan pertanian sawah yang digunakan dalam proses 
pembuatan batu bata. 
Masyarakat Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal sudah biasa 
melaksanakan sewa-menyewa terhadap tanah, pelaksanaan sewa menyewa 
terhadap tanah yang dilakukan masyarakat desa Ngerowo kecamatan Bangsal 
kabupaten Mojokerto yaitu dengan cara mengambil atau menggali tanah 
kemudian tanah yang di sewa diambil digunakan untuk membuat batu bata. Jadi, 
pelaksanaan membuat batu bata ini tidak sesuai dengan akad ijarah, karena yang 
diambil dalam menyewa tanah tersebut adalah  tanahnya yang dilakukan secara 



































sengaja sedangkan tanah itu adalah barang. Sedangkan dalam kitab al-Fiqhu al-
Islami Wa Adillatuh tulisan Wahbah Az-Zuhaili dikatakan: 
  َف ,اًدْصَق ٍْيَْع ُءاَف ْ يِتْسِا ِةَعَف ْ نَمْلا ِفِ َنْوُكَي َلا َْنأَواَهِنََبلَْوأ اَهِفْوُص ِذْخَِلِ َةاَشلَالاَو,ِِوَتْرَثَ ِذْخَِلِ ِنَاتْسُبْلا َُةراَجِإ َّحِصَت َلا  
Artinya: disyaratkan juga dalam manfaatnya tidak ada maksud mengambil 
barang dengan sengaja, sehingga tidak sah menyewakan kebun untuk 
diambil buahnya atau kambing untuk diambil bulu atau susunya .5  
 Hal ini bertentangan dengan hakikat dari akad ija>rah itu sendiri, 
sedangkan hakikat ija>rah adalah jual beli atas manfaat bukan jual beli atas 
barang. Dalam kitab al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh tulisan Wahbah Az-Zuhaili 
dikatakan bahwa: 
 َو ِإ َذ َاكا  َن ْت  ِلا َج َرا ُة  َب ُعْي ا َمْل َان ِعِف  َف َلا  َُي ْو ُز  ِع ْن َد  َأ ْك َث ِر ْا ُفل ُق َه ِءا  ِإ َج َرا ُة  َشلا َج ِر  َو ْلا َك َر ِم  ِل َث َم ِر َِلِ, َّن  َثلا َم َر  َع نْيْ 
 َو ْا ِل َج َرا ُة  َب ْي ُع  ا َمْل ْن َف َع ِة  َلا  َب ْي ُع  ْا َعل ِْيْ َو . َلا  َُت ْو ُز ِإ َج َرا ُة  َّشلا ِةا  َل َبل ِن َه َأ ا ْو  َْس ِن َه َأ ا ْو  ُص ْو  ِف َها  َا ْو  َو َل ِد  َى َِلِ ا َن 
 َى ِذ ِه  َأ ْع َي ٍنا  َف َلا  َت ْس َت ِح ُق  ِب ْقَع ِد  ْا ِل َج َرا ِة َو . َلا  َُت ْو ُز ِإ َج َرا ُة َم ٍءا فِ  َّنَِلِ ٍْيَْع ُءاَمْلا وأ ٍةاَنق وأ ٍرِْئب وأ ٍرْه َن
 ُراَجْئِتسَِلا ُزوَُي َلاَو ٍْيَْع ءاَمْلا  
 Artinya:  Akad ija>rah adalah penjualan manfaat, maka menurut Jumhur Ulama 
tidak dibolehkan menyewakan pohon untuk diambil buahnya karena 
buah adalah barang, sedangkan ija>rah adalah menjual manfaat bukan 
menjual barang. Begitu pula tidak boleh menyewakan kambing untuk 
                                                          
5
 Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh, Juz V, (Damaskus: Dar Al-Fikr 1989), 
3803. 



































diambil susunya, minyak saminnya, bulunya, atau anaknya, karena 
semuanya baginya dari barang sehingga tidak boleh dilakukan dengan 
akad ija>rah. Begitu juga tidak boleh menyewa air di sungai, sumur, 




Dalam pelaksanaan akad ija>rah terhadap tanah yang digunakan untuk 
membuat batu bata di desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto 
ini tidak sesuai antara teori dan pelaksanaan. Karena yang diambil dalam 
menyewa tanah tersebut adalah tanahnya, sedangkan tanah itu adalah barang 
bukan manfaat. Objek yang disewa tersebut sudah rusak atau tidak tetap, 
sedangkan ketetapan wujud yang disewa merupakan salah satu syarat sewa yaitu 
bahwa barang yang diambil manfaatnya harus masih tetap utuh wujudnya sampai 
waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian. 
Sebagian Ulama berpendapat bahwa manfaat yang disewa itu hendaklah 
jangan sampai mengandung lenyapnya sesuatu yang berupa zat hanya harus 
semata-mata manfaat saja. Ulama yang berpendapat demikian tidak 
memperbolehkan menyewa pohon untuk mengambil buahya, begitu juga 
menyewa binatang untuk mengambil bulu dan sebagainya.  
Berangkat dari latar belakang di atas penulis bermaksud mengkaji tentang 
praktek pelaksanaan akad sewa-menyewa tanah yang di lakukan di desa Ngerowo 
kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto. Penulis mengkaji tentang praktek 
pelaksanaan akad sewa menyewa tanah untuk pembuatan batu bata dari sudut 
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 Ibid.  3804 



































pandang hukum Islam, maka penulis melakukan dengan menyusun skripsi dengan 
judul ‛Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa  Tanah  Untuk 
Pembuatan Batu Bata di desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten 
Mojokerto‛. 
 
B.  Identifikasi Masalah dan Batas Malasalah 
Dari latar belakang masalah diatas, maka dilakukan identifikasi dan 
batasan masalah sebagai berikut : 
1. Objek sewa dimanfaatkan oleh pihak penyewa dengan cara diambil material 
tanahnya 
2. Berkurangnya zat dan kadar tanah yang di sewa 
3. Kerugian yang dialami para pihak sewa menyewa  
4. Objek yang disewakan adalah  tanah pertanian (produktif) 
5. Perjanjian akad sewa menyewa hanya secara lisan (saling percaya) 
6. Tidak ditentukan ukuran \tanah yang di diambil 
Pokok masalah diatas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih 
bersifat umum sehingga dapat terjadi berbagai macam masalah dan pemikiran 
yang terkait dengan itu, sebagai tindak lanjut agar lebih praktis dan khusus 
diperlukan batasan masalah yang meliputi : 
1. Transaksi akad  sewa menyewa tanah untuk pembuatan batu bata di Desa 
Bangsal Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto 
2. Tinjuan hukum Islam terhadap akad sewa menyewa tanah untuk pembuatan 
bata di di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto  



































C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka masalah penelitian 
dapat di rumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah Transaksi Akad pada sewa-menyewa tanah untuk pembuatan 
batu bata di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa-menyewa tanah untuk 
pembuatan batu bata di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten 
Mojokerto? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran 
hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin 
pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada 
pengulangan materi secara mutlak. 
Untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka dalam 
kajian pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa skripsi hasil para sarjana 
syariah, yang mempunyai kemiripan tema tetapi perspektif bahasannya berbeda. 
Hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni, 
yang jauh dari upaya plagiat.  Adapun skripsi tersebut  adalah :  
1. Karya yang kedua oleh Bagas Nor Rachman Ahimsa dengan judul ‚sewa 
menyewa tanah untuk produksi batu bata pandangan fikih lingkungan dan 
perundangan-undangan (Studi kasus di Dusun Kalinegoro Kecamatan 
Mertoyudan Kabupaten Magelang)‛. Karya ini membahas bagaimana 



































pandangan fikih terhadap praktek sewa menyewa tanah untuk produksi batu 
bata. Praktek dilapangan menggambarkan pengerukan tanah yang dapat 
ekosistem lingkungan yang ada. Karya ini juga mengungkapkan seberapa jauh 
hukum yuridis berperan dalam praktek sewa yang dapat membatu memberi 
solusi secara adil jika di kemudian hari terjadi wanprestasi.
7
 
2. Karya yang ketiga oleh Zumrotunnisak yang berjudul‛ Bagimana pandangan 
Hukum Islam terhadapa praktek sewa-menyewa tanah bengkok di Desa 
Tumrep Kecamatan Bandar Kabupaten Bantangan Jawa Tengah‛. Karya ini 
membahas tentang sewa-menyewa tanah bengkok yang merupakan tanah 
milik desa yang diberikan pada perangkat desa sebagai ganti gaji dengan adat 
Gugur Kali Ngalihi. Bahwa dalam praktek tersebut terdapat kesamaran 
sehingga tidak sesuai dengan prinsip Hukum Islam dalam hal ini perangakat 
desa sebagai pribadi dengan petani.
8
 
3. Karya yang keempat oleh Imtiyah yang berjudul ‚Tinjuan Hukum Islam 
terhadap sewa menyewa tanah untuk pembuatan batu bata di Kecamatan kedu 
Kabupaten Temanggung Jawa Tengah‛ karya ini membahas tentang ketidak 
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 Bagas Nor Rachman Ahimsa, ‚Sewa menyewa tanah untuk produksi batu bata prespektif Fikih 
lingkungan dan Perundang-Undangan ( Studi kasus di Dusun Kalinegoro Kecamatan 
Mertoyudan Kabupaten Magelang),‛ (Skripsi - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012). 
8
 Zumrotunnisak, ‚Tinjuan Hukum Islam terhadap sewa-menyewa tabah bengkok  ( Studi kasus 
di Desa Tumrep Kecamatan Bandar Kabupaten Bantang Jawa Tengah),‛ (Skripsi - UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2000). 
9
  Imtiyah, ‚Tinjuan Hukum Islam terhadap  sewa menyewa tanah untuk pembuatan batu bata di 
(Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Jawa Tengah),‛(Skripsi-Uin Sunan Kalijaga 
Yogyakarta,2015).  



































Sedangkan penelitian yang akan dibahas pada karya ini berbeda dengan 
penelitian terdahulu di atas yaitu ‚Tinjauan Hukum Islam tentang sewa-
menyewa tanah  untuk pembutan batu bata di desa Ngerowo kecamatan 
Bangsal kabupaten Mojokerto dimana penulis akan membahas bagimana 
pandangan hukum Islam terhadapa praktek sewa, dimana dalam jangka waktu 
yang ditentukan si penyewa mengambil tanah untuk pembuatan batu bata 
tanpa ditentukan beberapa ukurun tanah yang  diambil. Lokasi penelitian juga 
berbeda yakni penelitian ini dilakukan di desa Ngerowo kecamatan Bangsal 
Kabupaten Mojokerto oleh karena lokasi yang berbeda, maka adat istiadat 
yang mempengaruhi akad tentu berbeda pula. 
  
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini 
adalah : 
1. Untuk mengetahui transaksi akad terhadap sewa menyewa tanah untuk 
pembuatan batu bata di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten 
Mojokerto. 
2. Untuk mengetahui tinjuan hukum Islam terhadap sea menyewa tanah untuk 







































F. Kegunaan Hasil Penelitian 
 Dari hasil penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat untuk hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Secara teoritis, hasil Penelitian ini diharapkan berguna memberikan kontribusi 
dan pencerahan pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum Islam. 
2. Secara praktis, hasil Penelitian ini dapat menjadikan gambaran untuk 
masyarakat di desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto 
khususnya dalam melihat praktek bermuamalah mereka apakah sudah sesuai 
dengan tuntunan agama Islam atau belum. 
 
G. Defenisi Operasional 
Dalam mememahami judul skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara 
operasional agar dapat diketahui secara jelas judul yang akan penulis bahas 
dalam skripsi ‚Tinjauan Hukum Islam tentang sewa-menyewa tanah untuk 
pembuatan batu bata di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten 
Mojokerto‛ 
Agar menghindari terjadinya kesalah-pahaman dalam pengertian maksud 
dari judul di atas, maka penulis memberikan defenisi yang menjunjukan ke arah 
pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki, dengan maksud dari judul 
tersebut adalah sebagi berikut : 
1. Sewa  
  sewa Sewa  (al-ija>rah)  adalah  suatu  transaksi  sewa  antara  pihak  
penyewa  dengan  yang  mempersewakan  sesuatu  harta  atau  barang  untuk  



































mengambil  manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.
10
 
Maksudnya adalah  bahwa barang yang disewakan dapat diambil manfaatnya 
sesuai dengan harga  dan waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak 
tanpa adanya unsur paksaan.  
  Sewa menurut  objeknya dibagi menjadi dua macam, yaitu:  ija>rah  al‟ain 
yaitu manfaat atau jasa dari suatu benda seperti sewa menyewa  rumah untuk  
ditempati,  sedangkan  ija> rah  ad-dzimah  yaitu  manfaat  atau  jasa  dari  tenaga  
seseorang  atau  disebut  juga  upah-mengupah  seperti  upah  mengetik  skripsi.
11
 
Perjanjian  sewa  yang dimaksud dalam skripsi ini adalah perjanjian  sewa  yang  
berkaitan  dengan  manfaat  dari  suatu  objek  tertentu  yaitu  tanah  petanian  
yang  digunakan  untuk  membuat  batu  bata  yang  berada  di desa Ngerowo 
Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojekerto 
2. Hukum Islam  
 Hukum  Islam  adalah  kaidah,  asas,  prinsip  atau  aturan  yang  
digunakan  untuk  mengendalikan  masyarakat  Islam  baik  berupa  ayat  Al-
Qur’a>n,  hadits  Nabi  Muhammad  S.A.W.,  pendapat  sahabat  dan  tabi‟in  




 Arti dari tinjauan hukum Islam terhadap praktek sewa tanah pembuatan 
batu bata merah ini adalah bahwa adanya kesenjangan antara teori atau makna  
dari  sewa  yang  sebenarnya  dengan  praktek  sewa  yang  dilakukan  oleh  salah  
                                                          
10 Zainuddin Ali,  Hukum Perdata Islam Indonesia, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 150.  
11 Abdul Rahman Ghazaly,  dkk,  Fiqh  Muamalat, cet. ke-1 ( (Jakarta: Kencana, 2010), 277. 
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satu  masyarakat  desa  Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojekerto. 
Karena  pada  dasarnya  arti  sewa  yang  sebenarnya  adalah  akad  untuk 
mengambil  manfaat  dengan  jalan  penggantian.
13
  Maksudnya  bahwa  akad 
mengambil manfaat dengan jalan penggantian itu adalah kita harus mengganti 
atau  memberi imbalan  atas  suatu  barang  yang  telah  disewa  tanpa  merusak  
objeknya  seperti  memberi  upah  atas  jasa  seseorang  yang  telah  menggarap  
kebun kita, atau kita hanya memanfaatkan tanah yang kita sewa dengan jalan 
mengambil panen atas tanaman yang kita tanam. Dengan kata lain, kita tidak 
merusak objek  suatu barang yang telah kita sewa seperti yang ada pada kasus  
praktek sewa tanah pembuatan batu bata merah di desa Ngerowo Kecamatan 
Bangsal Kabupaten Mojekerto 
 
H. Metode Penelitian 
 Metode sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji 
kebenaran suatu pengetahuan agar sebuah karya ilmiah (dari suatu penelitian) 
dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan 
menggunakan metode ilmiah.
14
 Adapun metode yang digunakan dalam 
membahas skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Lokasi Penelitian 
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Penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian 
yang langsung terjun ke lapangan.
15
 Penelitian ini dilakukan di desa Ngerowo 
kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto. 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah preskripstif analitik. 
preskripstif analitik secara singkat memiliki tujuan untuk memberikan 
gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan  keadaan atau fakta yang 
ada.
16
 Penulisan akan meninjau mengenai permasalahan dalam proses 
pelaksanaan praktek sewa-menyewa tanah  yang dilakukan oleh masyarakat di 
desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto. 
3. Data penelitian  
Sesuai dengan permasalahan di atas maka data yang peneliti kumpulkan 
adalah sebagai berikut : 
a. Data mengenai gamabaran umum tentang masyarakat desa Ngerowo 
kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto 
b. Data mengenai para pihak yang menyewakan dan pihak penyewa tanah 
untuk pembuatan batu bata  
c. Data mengenai pelaksanaan sewa menyewa tanah untuk pembuatan batu 
bata 
4. Sumber data 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber yang digunakan 
itu sumber data primer dan sekunder, terdiri dari : 
                                                          
15
 Moh Kasiram, Metodologi Penelitian, (Malang : UIN Maliki Press, 2010), 11. 
16
 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfa Beta, 2014), 47. 



































a. Sumber data primer 
Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan 
penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang 
diperlukan dan berkaitan dengan penelitian terdiri dari : 
1) Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan tanah yang 
melakasanankan akad 
2) Orang yang membuat batu bata  
3) Tokoh masyarakat dan masyarakat setempat yang mengetahui 
b. Sumber data sekunder  
Sumber daata sekunder, yaitu pendukung dari buku atau literatur lain. 
Diantara sumber data sekunder yaitu : 
1) Abdul Rahman Ghazahly dkk, Fiqih Muamalah (Jakarta : Perdana Media 
Group. 2010) 
2)  Chairum Pasaribu dan Suhrawadi Klubis, Hukum Perjanjian dalam 
Islam  (Jakarta : Sinar Grafika, 1993) 
3) M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalm Islam (Jakarta : PT raja 
Grafindo persada, 2003)  
4) Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: 
Salemba Empat, 2009) 
5) Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 
2008 ) 
6) Surnarto Zulkifli, Perbankan Syari’ah (Jakarta: Zikrul Hakim, Tahun 
2000) 



































7) Helmi Karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) 
8) Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah, 
Cet Ke I (Jakarta : Pustaka Rizka Putra, 1997) 
9) Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fikih Muamalah Sistem Transaksi 
dalam Fikih Islam,  (Jakarta: Amzah, 2010) 
10)  Gufron A. Mas’adi, Fiqih Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. 
Grafindo Persada, 2000) 
5. Teknik pengumpulan data  
Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat desa 
Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto. Adapun metode 
pengumpulan data yang penulis gunakan adalah : 
a. Interview (wawancara) 
Yaitu melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan sistematika dan 
berdasarkan dalam tujuan penelitian, hal ini dilakukan kepada tokoh 
masyarakat yakni tokoh masyarakat, orang yang berkerja sebagai pembuat 
membuat batu bata, dan para pihak yang melakukan akan sewa menyewa 
tanah yaitu penyewa dan orang yang menyewakan. 
b. Dokumentasi  
Penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan yang 
berkaitan dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat memahami, 
mencermati dan menganalisis permasalahan sewa menyewa tanah untuk 
pembuatan batu bata berdasarkan data yang diperoleh tersebut  
6. Analisis data  



































Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan menguatkan data 
kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan 
tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
17
 
Penelitian dalam hal ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu 
suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara 
atau sumber-sumber tertulis. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data 
yang di dapat dengan menggunakan metode diantaranya:  
a. Metode deskriptif analisis yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan 
atau menggambarkan data hasil penelitian, mengenai sewa-menyewa tanah 
untuk pembuatan batu bata. 
b. Pola berfikir deduktif yaitu berangkat dari premis-premis mayor atau fakta-
fakta umum, kemudian fakta fakta umum dimasukkan kedalam premis 
khusus atau dituangkan dalam sebuah teori baru 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Bab pertama pendahuluan, merupakan pijakan bagi penyusun yang berisi 
garis besar pijakan penulisan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah untuk 
menjelasakan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya 
masalah yang terjadi dalam memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah 
tersebut di pandang penting untuk diteliti, kemudian dilanjutkan dengan 
menyusun rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil 
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 Lexy J. Moelong, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung, Remaja Rusda  Karya, 2006), 
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penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan terakhir sistematika 
pembahasan. 
Bab kedua landasan teori, menguraikan tentang sewa-menyewa tanah 
dalam Islam. Bab ini akan menguraikan pengertian akad, pengertian sewa-
menyewa, dasar hukum, syarat sewa-menyewa dan rukun sewa-menyewa serta, 
hak dan kewajiban para pihak, serta berahkirnya perjanjian dalam pandangan  
hukum Islam dan sewa menyewa tanah. 
Bab ketiga dalam bab ini menerangkan tentang pelaksanaan sewa-menyewa 
tanah untuk pembuatan batu bata di desa Ngerowo kecamatan Bangsal 
kabupaten Mojokerto.gamabaran mengenai sejarah tentanag batu bata dan 
gambaran umum geografis dan demografis desa Ngerowo kecamatan Bangsal 
kabupaten Mojokerto, terjadinya akad sewa-menyewa serta pelaksanaan akad di 
lapangan.  
Bab keempat ini menguraikan dua hal. Yang pertama, adalah transaksi 
akad sewa-menyewa tanah untuk pembuatan batu bata di desa Ngerowo 
kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto, dan yang kedua, adalah Tinjuan 
Hukum Islam terhadap sewa-menyewa tanah pembuatan batu bata desa Ngerowo 
kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto. 
Bab kelima merupakan bab penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan 
saran dari uraian yang dikemukakan dalam penyusunan skripsi ini.  
 




































FIQIH SEWA MENYEWA 
 
A. Pengertian Akad 
Nasrun haroen mengatakan bahwa lafal akad bersal dari lafal arab al-‘aqid  
yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan.
18
 Begitu juga Syamsul 
Anwar memberikan Istilah ‚perjanjian‛ dalam hukum indonesia, disebut ‚akad‛ 
dalam hukum islam. kata akad berasal dari kata al-‘aqd, yang berarti mengikat, 
menyambung atau menghubungkan sebagai suatu istilah hukum islam, ada 
beberapa defenisi yang diberikan kepada akad (perjanjian).
19
 
menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai 
penyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum 
pada objeknya. 
1. Tebentuknya Akad 
dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad yang sah dan 
mengikat haruslah dipenuhinya rukun dan syarat akad. 
a. Rukun Akad 
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga 
sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang  
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 Nasrun Haroen, et al, fiqih muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 97. 
19
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih 
Muamalah(Jakarta:Rajawali Pers, 2010),69  



































membentuknya. rumah, misalnya terbentuk karena adanya unsur-unsur 
yang membentuk sesuatu itu tersebut rukun.
20
 
akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun 
yang membentuknya. menurut ahli-ahli hukum islam kontemporer, rukun 
yang membentuk akad itu ada empat yaitu: 
1) Para pihak yang berakad 
2) Peryataan kehendak para pihak 
3) Objek akad 
4) Tujuan akad 
Sehingga yang dimaksud dengan rukun akad adalah Ijab dan qabul 
adapaun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang 
menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab 
keberadaannya sudah pasti.
21
adapun ulama-ulama selain hanafiah 
berpendapat bahwa ruku akad yaitu ada tiga.
22
 
1) Orang yang melakukan akad 
2) Objek akad 
3) Sigat 
Dalam jual beli mislanya, orang yang melakukan akad adalah 
penjual dan pembeli, sedangkan objek akadnya adalah barang dan harga, 
dan shighatnya adalah ijab dan qabul. ketiga rukun tersebut adalah 
menurut jumhur ini mengacu kepada pengertian rukun menurut 




 Rachamat Syafe’i, fihiq Muamalah...,45 
22
Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Mu’amalah ...,115   



































pandangan mereke yaitu sesuatu yang keabsahannya menunggu kepada 




b. Syarat Tebentuk Nya Akad 
masing-masing rukun  yang membentuk akad, memerlukan syarat-
syarat agar unsur itu dapat berfungsi membentuk akad. tanpa adanya 
syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. dalam 
hukum islam, syarat-syarat dimaksud terbentuknya akad, rukun pertama, 
yaitu tamyiz, yang kedua yaitu peryataan kehedak, harus memenuhi dua 
syarat, yaitu (1) adanya persesuaian ijab dan qabul , dengan kata lain 
tercapainya kata sepakat, dan (2) kesatuan majelis akad. rukun yang 
ketiga yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat yaitu, (1) objek itu 
dapat diserahkan, (2) dapat ditentukan, (3) objek itu dapat di 




2. Batal dan Sahnya Akad 
 sesuatu perjanjian akad tidak cukup hanaya ada secara faktul, tetapi 
kehedaknya juga harus sah secara shar’i agar akad tersebut dapat melahirkan 
akibat-akibat hukum yang dihendaki oleh para pihak yang membuatnya 
suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi, 
dan tidak sah apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Madzhab Hanafi 




 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih 
Muamalah...,98 



































mengungkapkan tentang tingkat kebatalan dan keabsahan akad menjadi lima 
peringkat. tingkatan-tingkatan tersebut adalah:
25
 
a. Akad Batil 
b. Akad Fasid 
c. Akad Mawquf 
d. Akad Nafiz Lazim dan Ghair Lazim 
3. Hal-Hal Yang Membatalkan Transaksi Akad 
Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila 
terjadi hal-hal seperti berikut : 
a. Berakhir masa belaku akadnya, apabila akad tersebut meiliki tenggang 
waktu 
b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat. 
c. Dalam suatu akad yang mengikat, akad dapat berakhir bila, akad itu fasid, 
berlakunya khiyar sharat, khiyar ‘aib, akad yang tidak dilaksanakan oleh 
satu pihak yang berakad dan telah tercapainya tujuan akad itu secara 
sempurna. 
d. wafat salah satu pihak yang berakad. Menurut M. ali Hasan bahwa 
walapun salah satu pihak wafat, maka dapat diteruskan oleh ahli 
warisnya, seperti akad sewa menyewa, gadai (rahn) dan perserikatan 
dagang (shirkah). Dengan demikian tidak pihak yang dirugikan.  
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B. Pengertian Sewa Menyewa (Ija>rah) 
Ija>rah berasal dari lafad رجلاا  yang berarti  ضاوعلا  yang berarti 
ganti/ongkos. dari sebab itu ats tsawab (pahala) dinamai ajru (upah). menurut 
pengertian syara’, al ija>rah ialah: ‚ Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat 
dengan jalan penggantian‛. 26Al-ija>rah berasal dari kata ujrah yang artinya adalah 
upah dan sewa.
27
 Didalam ensiklopedi hukum Islam ija>rah adalah upah, sewa, 
atau imbalan.
28




1. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan ija>rah sebagai transaksi terhadap suatu 
manfaat dengan suatu imbalan. 
2. Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikannya sebagai transaksi terhadap manfaat 
yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan 
tertentu. 
3. Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikannya sebagai pemilikan 
manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. 
4. Menurut Amir Syarifuddin Ija>rah secara sederhana diartikan dengan ‚transaksi 
manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu‛. Bila yang menjadi objek 
transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ija>rah al-‘ain 
(sewa menyewa); seperti menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi 
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 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terjemah Kamaluddin,  cet.ke- 1, jilid 13, (Jakarta Pusat: Yayasan 
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 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, cet. ke- 1, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 34. 
28
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objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ija>rah 
al- ẓimmah (upah mengupah) seperti upah menjahit pakaian.30 
5. Menurut Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq 
menjelaskan bahwa Al-ija>rah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam 
bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam 
Islam. 
6. Menurut  Moh. Anwar menerangkan bahwa Ija>rah ialah pemberian 
kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai ‘iwaḍ  
(penggantian/balas jasa) dengan berupa uang atau barang yang ditentukan. 
Jadi ijarah itu membutuhkan adanya orang yang member jasa dan yang 
memberi upah. 
7. Menurut Abdul Rahman Ghayali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq 
menjelaskan bahwa Al- Ija>rah dan bentuk sewa-menyewa maupun dalam 




8. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, ija>rah adalah akad yang objeknya ialah 
penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan 
imbalan, sama dengan menjual manfaat.
32
  
9. Menurut Rahmat Syaf’i ija>rah secara etimologi sebagai menjual manfaat 
sedangkan jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ija>rah adalah menjual 
manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Selain 
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31
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itu juga ada yang menerjemahkan bahwa ija>rah sebagai jual-beli jasa (upah-
mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, dan ada pula yang 
menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jadi 
dalam hal ini, ija>rah dibagi menjadi dua bagian, yaitu ija>rah atas jasa dan 
ija>rah atas benda.33 
Dari beberapa pengertian diatas yang telah di jelaskan mengenai ija>rah 
dapat di ambil kesimpulan bahwa ija>rah merupakan suatu akad penyewaan orang 
yang menyewa (musta’jir) kepada pemilik jasa yang menyewakan (mu’ajjir) dari 
pengambilan manfaat atas sebuah jasa (ma'qud alaihi) dengan pengganti upah 
atau imbalan untuk melakukan sesuatu sesuai menurut rukun dan syarat sahnya 
ija>rah. 
 
C. Dasar Hukum Sewa Menyewa (Ija>rah) 
Al-ija>rah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah 
mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum 
asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat al-Qur’an, 
hadis-hadis Nabi dan ketetapan Ijma Ulama. 
 Adapun dasar hukum tentang kebolehan al-ija>rah dalam al-Quran terdapat 
dalam beberapa ayat diantaranya firman Allah antara lain:
34
 
1. Dasar Hukum ija>rah dalam Al-Qur’an 




Sayyid Sabiq, Fiqih sunnah, terjaman. Nor Hasanuddin, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 
2006), 203-204. 



































a. Surat Az-Zukhruf ayat 32 
                                      
                              
Artinya : ‚Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami 
telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 
kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian 
mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar 
sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. 
Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 
kumpulkan‛. (Q.S Az-Zukhruf: 32).35 
b. Surat al-Qashash ayat 26 
                                
Artinya: ‚Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‚Ya ayahku, 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
36
  
c. Surat at-Talaq ayat 6 
 
                                                          
35
Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : Kumudasmoro, 1994), 443. 
36
 Ibid, 389. 



































                              
                             
                 
Artinya : ‛Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan 
jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, 
maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu 
untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; 
dan jika kamu menemui kesul itan maka perempuan lain boleh 
menyusukan (anak itu) untuknya.‛ (Q.S. At-Talaq: 6).37 
2. Hadist riwayat Jabir ra : 
 َعَبَ ُوَّنا  َمَّلَسَو ِوْيَلَع َّللَّا ىَّلَص ِِّبَّنلا َنِم اْيِْعِب ُطْرَشَو ِةَن ْيِدَمْلا َلَِا ُُهرْهَظ 
Artinya: ‚Sesungguhnya jabir menjual unta kepada Nabi SAW. Dan 
mensyaratkan menaikinya sampai madina‛ 
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Fuqaha’ yang melarang sewa menyewa beralasan, bahwa dalam urusan 
tukar menukar harus terjadi penyerahan harga dengan penyerahan barang, 
seperti halnya pada barang-barang nyata, sedang manfaat sewa menyewa 
pada saat terjadinnya akad tidak ada. Karenanya, sewa menyewa merupakan 
tindak penipuan dan termasuk menjual barang yang belum jadi. 
Tentang hal ini, bahwa meski tidak terdapat manfaat pada saat 
terjadinnya akad, tetapi pada galibnya akan dapat dipenuhi. Sedang dari 
manfaat-manfaat tersebut, syara’ hanya memperhatikan apa yang galibnya 
akan dapat dipenuhi. Atau adanya keseimbangan antara dapat dipenuhi dan 
tidak dapat dipenuhi. 
3. Landasan Ijma’ 
Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ija>rah dibolehkan 
sebab bermanfaat bagi manusia.
38
 Semua umat bersepakat, tidak ada 
seorang ulama’ pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada 




Tujuan disyaratkan ija>rah itu adalah untuk memberikan keringanan 
kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi 
tidak dapat bekarja, di pihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan 
uang dan dengan ija>rah keduanya saling mendapat keuntungan, seseorang 
tidak memiliki mobil tapi memerlukannya di pihak lain, Ada yang 
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 Rahmat Syafi’i, Fiqih Muamalah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2006), 124. 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ..., 113-115. 



































mempunyai mobil dan memerlukan uang. Dengan traksaksi ija>rah kedua 




D. Jenis-jenis Sewa Menyewa (Ija>rah ) 
Jenis-jenis ija>rah adalah sebagai berikut: 
1. Ija>rah mut}laqah atau leasing adalah proses sewa-menyewa yang biasa kita 
temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari, yang digunakan untuk 
menyewa dalam jangka waktu tertentu atau untuk tujuan suatu proyek atau 
usaha tertentu. 
2. Ba’i takhriji atau ija>rah wa iqfina adalah akad sewa-menyewa barang antara 
bank (muajjir) dengan penyewa (mustajir) yang disertai janji bahwa pada saat 
yang telah ditentukan kepemilikannya barang berpindah menjadi milik 
penyewa (mustajir). 
3. Musyarakah mufa>nawisah adalah kombinasi antara akad musha>rakah dan 
ija>rah.41 
 
E. Rukun Sewa Menyewa (Ija>rah) 
1. Aqid (Orang yang berakad) 
Orang yang melakukan akad sewa-menyewa ada dua orang yaitu  Mu’jir 
dan Musta’jir.  
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 Amir Syarifuddin,Garis-Garis Fiqh..., 217. 
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 Rahmat Syafi’i, Fiqih Muamalah..., 113. 



































Mu’jir adalah orang yang memberikan upah atau yang  menyewakan 
sedangkan musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan 
sesuatu dan yang menyewa sesuatu.  
Bagi orang yang berakad ija>rah  disyaratkan mengetahui manfaat barang 
yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.
42
 
Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad diisyaratkan 
berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika 
salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat 
membedakan, maka akad menjadi tidak sah. 
Mazhab Imam Asy Syafi’i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, 
yaitu baligh. Menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat 
membedakan, disyaratkan tidak sah.
43
 Muta’a>qidain masing-masing harus 
memenuhi syarat yaitu : 
a. Harus ahli dalam menjalankan akad, tidak boleh gila atau orang yang di h{ijr 
(dilarang mengelolah uang). 
b. Harus ada kehendaknya sendiri, karena kata-kata orang yang dipaksa itu 
tidak berpengaruh sama sekali terhadap terjadinya akad atau pembatalan 
kontrak 
2. Shighat akad (Ijab dan Qabul) 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah...,117. 
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 Sayyid Sabiq, Fikih sunnah 13..., 11. 



































Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa Ijab dan 
Qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang 
berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ija>rah.44 
Dalam hukum perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan 




Sedangkan Qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak 
yang barakad pula (musta’jir) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama, 
yaitu setelah adanya ijab.
46
 
Sedangkan syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab qabul pada jual 




3. Ujroh (Upah) 
Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta’jir atas jasa yang telah 
diberikan atau diambil manfaatnya oleh Mu’jir dengan syarat: 
a. Hendaknya sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. karena ija>rah adalah ada 
timbal balik, karena itu ijarah sah dengan upah yang belum diketahui. 
pegawai khusus seperti seorang hakim dia boleh mengambil uang dari 
pekerjaannya, karena dia sudah mendapat gaji khusus dari pemerintah. Jika 
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 Saifulloh Al Aziz, Fiqih Islam Lengkap, (Surabaya : Terang surabaya, 2005), 378. 



































dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali 
dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. 
b. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang 
disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus 
lengkap. 
Yaitu manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa 
menyewa. Diantara cara untuk mengetahui ma’qu>d ’alaih adalah dengan 
menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu atau menjelaskan jenis pekerjaan, 
jika ija>rah atas pekerjaan atau jasa seseorang.48 Karena itu semua harta benda 
boleh diakadkan ija>rah atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai 
berikut yaitu: 
1) Manfaat dari obyek akad sewa menyewa harus diketahui secara jelas. Hal 
ini dapat dilakukan, misalnya, dengan memeriksa, atau pemilik 
memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang. 
2) Obyek ija>rah dapat diserah terimakan dan dimanfaatkan secara langsung 
dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak 
dibenarkan transkaksi ija>rah atas harta benda yang masih dalam 
penguasaan pihak ketiga. 
3) Obyek ija>rah dan manfaatnya harus tidak bertentangan dengan hukum 
syara’. Contoh Menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk 
kegiatan maksiat ini tidak di perbolehkan karena bertentangan dengan 
Hukum Syara’. 
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 Rahcmad Syafei, Fikih Muamalah..., 126. 



































4) Obyek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya 
sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai dan sebagainya. 
Tidak dibenarkan sewa menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak 
langsung. Seperti sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa 
menyewa ternak untuk diambil keturunanya, telornya, bulunya atau 
susunya. 
5) Harta benda yang menjadi obyek ija>rah haruslah harta benda yang bersifat 
Isti’ma>ly, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa 
mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurusan sifatnya. Seperti rumah, 
mobil. Sedangkan harta benda yang bersifat istihlahki, harta benda yang 
rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku 
tulis, tidak sah ija>rah diatasnya.49 
Kelima persyaratan diatas harus dipenuhi dalam setiap ija>rah yang 
mentransaksiakan manfaat suatu benda. Disamping itu masih terdapat prinsip 
lain yang harus dipenuhi yaitu: 
a) Tidak mengandung unsur gharar,  
yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu 
pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastiakan adanya, 




b)  Bai’ al-Ma’du>m (jual beli barang tidak ada)  
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 Ghufran A. Mas’adi, Fikih Muamalah Kontektual, cet 1, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 
2000),183-185. 
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Dengan terpenuhinya prinsip-prinsip diatas, maka sewa menyewa 
dapat berlangsung sah, demikian pula sebaliknya. Apabila salah satunya 
tidak terpenuhi maka sewa menyewa tidak sah menurut syariat hukum Islam. 
Masalah batas waktu antara jual beli dengan sewa menyewa terletak 
pada akad, kalau jual beli memperoleh hak milik sepenuhnya sedangakan 
kalau sewa menyewa hanya manfaatnya yang diambil. Demikian pula ada 
batas waktu untuk mengambil barang kepada penyewa. 
 
F. Syarat Sewa Menyewa (Ija>rah) 
Syarat ija>rah terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, 
yaitu : 
1. Syarat terjadinya akad (syarat in’iqah) 
Syarat terjadinya akad (syarat in’iqah ) berkaitan dengan ‘aqid, akad, 
dan objek akad.
51
 Syarat yang berkaitan dengan ‘aqid adalah berakal, dan 
mumayyiz (minimal 7 tahun) serta tidak disyaratkan harus baligh menurut 
Hanafiyah. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ija>rah anak 
mumayyiz, dipandang sah bila diizinkan walinya.52 
Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan 
berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika 
salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat 
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membedakan, maka akad menjadi tidak sah. Dan sekalipun dapat 
membedakan tetap tidak sah menururt Imam asy syafi’i dan Hambali.53 
2. Syarat Pelaksanaan (an-nafadz{) 
Agar ija>rah terlaksana, barang harus dimiliki oleh ‘aqid atau ia 
memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, ija>rah al-
fud{u>l (ija>rah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau 
tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ija>rah.54 
3. Syarat Sah Ija>rah 
Keabsahan ija>rah harus memperhatikan hal-hal berikut ini : 
a. Adanya keridlaan dari kedua pihak yang berakad  
Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa menyewa. 
Maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa menyewa terdapat unsur 




Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT surat An-Nisa’ ayat 29’ : 
 
                            
                        
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Artinya : ‛Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di 
antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu‛(Q.S. 
An-Nisa’: 29).56 
b.  Ma’qud ’Alaih bermanfaat dengan jelas 
  Adanya kejelasan pada ma>qu>d ’alaih (barang) agar menghilangkan 
pertentangan di antara a>qid.57 Di antara cara untuk mengetahui ma’qu>d 
’alaih  (barang) adalah dengan : 
c. Penjelasan manfaat 
Penjelasan di lakukan agar benda atau jasa sewa benar benar jelas. 
Yakni manfaat harus digunakan untuk keperluan-keperluan yang di 
bolehkan syara’ 58 
d. Penjelasan waktu 
Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. 
Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada.
59
 
Menurut Sudarsono, Lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, 
apabila tidak dijelaskan maka perjanjian dianggap tidak sah.
60
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1) penjelasan harga sewa, untuk membedakan harga sewa sesuai dengan 
waktunya, misalnya per bulan, per tahun, atau per hari 
2) penjelasan jenis pekerjaan, yaitu menjelaskan jasa yang dibutuhkan 
penyewa dan orang yang dapat memberikan jasanya. 
Misalnya pembantu rumah tangga,dan lain-lain. 
Barang yang disewakan atau jasa yang diburuhkan merupakan barang 
yang suci dan merupakan pekerjaan yang halal serta lazim sifatnya, seperti 
menyewakan kerbau untuk menggarap sawah. Pemanfaatan barang 
dibenarkan oleh syariat Islam.
61
 
Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diharuskan 
ketika menyewa seseorang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan 
dan pertentangan di kemudian hari. 
4. Syarat mengikatnya akad ( syarat luzu>m ) 
Syarat kelaziman ija>rah terdiri atas dua hal berikut : 
a. ma’qu>d ’alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat 
Jika terdapat cacat pada ma’qu>d ’alaih, penyewa boleh memilih antara 
meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya. 
b. Tidak ada uzur yang membatalkan akad 
Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan 
kemadharatan bagi yang akad. Uzur dikatergorikan menjadi tiga macam : 
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1) Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam 
mempekerjakan sesuatu yang sehingga tidak menghasilkan sesuatu 
atau pekerjaan menjadi sia-sia. 
2) Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang di sewakan harus 
dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali 
menjualnya. Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar 





G. Kewajiban Para Pihak Sewa Menyewa (Ija>rah) 
Ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan baik penyewa maupun 
orang yang menyewakan antara lain: 
1. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan 
a. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar 
penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang disewakan. Misalnya, 
memperbaiki mobil yang disewakan, mempersiapkannya untuk 
mengangkut dan untuk melakukan perjalanan. Melengkapi rumah yang 
disewakan dengan segala perabotnya, memperbaiki kerusakan-kerusakan di 
dalamnya, dan mempersiapkan semua yang diperlukan dalam 
memanfaatkan rumah tersebut. 
b. Penyewa ketika selesai penyewa wajib menghilangkan semua yang terjadi 
karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa 
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sebagaimana kita menyewanya. Maksudnya adalah penyewa wajib atau 
bertanggung jawab memperbaiki atas objek yang rusak/cacat apabila objek 
yang disewa tersebut rusaknya berasal dari penyewa itu sendiri, dan 
kemudian harus mengembalikan atau menyerahkan objek yang ia sewa 
dalam keadaan semula atau utuh, seperti mana ia menyewa.  
c. Masing-masing penyewa maupun yang menyewakan tidak boleh 
membatalkan kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada   
kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya. 
Maka dalam hal ini ia boleh membatalkan akad perjanjian sewa. 
d. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan 
kepada orang penyewa dan memberinya keleluasaan untuk 
memanfaatkanya. Apabila orang yang menyewakan menghalangi penyewa 
untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama masa sewa atau 
sebagian masa sewa, maka ia tidak berhak memanfaatkan bayaran secara 
utuh. Hal ini dikarenakan ia tidak memenuhi apa yang harus ia lakukan 
dalam akad ija>rah, sehingga ia tidak berhak mendapatkan apa-apa. Apabila 
orang yang menyewakan memberika keleluasaan kepada penyewa untuk 
memanfaatkan barang yang disewakan, namun sipenyewa membiarkanya 
selama masa penyewaan atau dalam sebagian masa penyewaan, maka ia 
tetap harus menyerahkan bayarannya secara utuh. Karena ija>rah adalah 
akad yang wajib atas kedua belah pihak, maka dituntut terlaksanakanya 
hal-hal yang harus terwujud didalamnya, yaitu kepemilikan orang yang 



































menyewakan terhadap pembayaran dan kepemilikan penyewa terhadap 
manfaat.  
2. Hak dan kewajiban pihak penyewa  
Adapaun yang menjadi hak bagi pihak penyewa adalah menerima barang 
yang disewakan dalam keadaan baik. Sedangkan yang menjadi kewajiban para 
pihak penyewa dalam sewa menyewa sewa menyewa tersebut, yaitu: 
a. Memakai barang sewa sebagimana barang tersebut seakan-akan kepunyaan 
sendiri 
b. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.63 
 
H. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa (Ija>rah) 
Sebelum melakukan sewa menyewa atau ija>rah biasanya dilakukan suatu 
perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak mendapatkan 
hak yang dikehendaki bersama. Perjanjian ini akan berlaku selama  masa 
perjanjian yang telah disepakati belum berakhir, dan diantara salah satu 
pihak baik penyewa maupun orang yang menyewa tidak melakukan 
kewajibannya masing-masing sehingga menimbulkan pembatalan sewa 
menyewa. Apabila masa perjanjian itu telah habis, maka tidak berlaku lagi untuk 
masa berikutnya, dan barang sewaan tersebut harus dikembalikan lagi kepada 
pemiliknya. 
Tanpa suatu perjanjian baru, sewa menyewa sudah dianggap berhenti atau 
berakhir, terkecuali bila ada keadaan yang memaksa untuk melanjutkan sewaan 
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pada jangka waktu tertentu. Misalnya bila seseorang menyewa tanah pertanian 
selama setahun. Bila pada saat perjanjian sudah habis, ternyata masih ada 
tanaman yang belum diketam, maka untuk memberi kesempatan kepada penyewa 




Sewa menyewa atau ija>rah merupakan suatu jenis akad lazim, yaitu akad 
yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena sewa 
menyewa adalah akad pertukaran, kecuali didapati hal-hal yang mewajibkan 
fasakh. Sewa menyewa atau ija>rah akan batal (fasakh) bila terdapat hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Yang diupahkan atau disewakan mendapat kerusakan pada waktu ia masih 
ditangan penerima upah atau karena terlihat cacat lainnya. 
2. Rusaknya barang yang disewakan. 
3. Bila barang itu telah hancur dengan jelas. 
4. Bila manfaat yang diharapkan telah dipenuhi atau dikerjakan telah 
diselesaikan atau masa pekerjaan telah habis. Lain halnya bila terdapat uzur 
yang melarangnya fasakh.65 
Penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa uzur juga merupakan salah 
satu penyewa putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, meskipun uzur 
tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud uzur disini 
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Dengan pengertian lain perjanjian ija>rah itu bisa menjadi rusak atau 
dirusakkan apabila terdapat cacat pada barang sewa yang akibatnya barang 
tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang diinginkan pada waktu 
perjanjian tersebut dilakukan ataupun sesudah perjanjian itu dilakukan. 
Perjanjian ija>rah juga rusak bila barang sewa itu mengalami kerusakan yang tidak 
mungkin lagi dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini, pemilik 
barang juga dapat membatalkan perjanjian apabila ternyata pihak penyewa 




Dengan lampaunya waktu sewa, maka perjanjian sewa menyewa akan 
berkahir. Berakhirnya perjanjian sewa menyewa menimbulkan kewajiban bagi 
pihak penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Adapun ketentuan 
mengenai penyerahan barang ini adalah sebagai berikut: 
Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang 
bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak 
yang menyewakan atau pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung 
bendanya. 
Apabila obyek sewa menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak 
bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak 
yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak 
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penyewa didalamnya. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa adalah 
barang-barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan 
tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa 
diatasnya. 
 
I. Sewa Menyewa Tanah 
Dilihat dari segi obyeknya sewa menyewa (ija>rah) dapat dibagi menjadi 




1. Sewa-menyewa (ija>rah) yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa-menyewa 
tanah untuk pertanian, rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. 
2. Sewa-menyewa (ija>rah) yang bersifat pekerjaan (jasa), ialah dengan cara 
memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ija>rah semacam 
ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, 
seperti buruh banggunan, tukang jahit, dan tukang sepatu. 
Sewa-menyewa (ija>rah) seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti 
mengabdi seorang pembantu rumah tangga, tuang kebun dan satpam. Dan ada 
juga yang bersifat serikat, seperti mengabdi buruh pabrik, buruh banggunan dan 
lain sebagainya. 
Dalam praktiknya sewa-menyewa juga mempunyai beberapa bentuk 
diantaranya: 
1. Bentuk Sewa-Menyewa Tanah yang diperbolehkan dalam Islam 
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Islam memerintahkan kepada umat manusia untuk berusaha buat 
dirinya, tidak hanya tidur semata maupun berdiam diri saja tanpa berusaha. 
Allah memerintahkan kepada manusia untuk bertebaran atau berjalan 
dipermukaan bumi sambil bekerja dan berusaha. Dalam berusaha dan bekerja, 
Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk bekerja seperti: jual beli, 
sewa menyewa, bercocok tanam serta usaha dan lain sebagainya namun harus 
dihindari dari usaha batil, sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Nisa’ 
ayat 29 : 
                               
                       
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu. 
 
Apabila seorang muslim memiliki tanah produktif, dia harus 
memanfaatkan tanah tersebut, Islam sama sekali tidak menyukai dikosongkan 
tanah prokduktif, sebab hal itu berarti menghilangkan nikmat dan menyia-
niyakan harta. Berusaha dan bekerja dalam bentuk sewa menyewa tanah 
garapan di jaman Nabi s,a.w sudah menjadi kebiasaan bagi para sahabat pada 



































waktu itu, Nabi s.a.w memperbolehkan sewa menyewa tanah apabila masing-
masing pihak tidak merasa dirugikan. 
Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa 
tanah garapan yang diperbolehkan dalam Islam adalah: 
a. Tanah yang disewakan adalah tanah produktif 
b. Sewa menyewa tanah pertanian tersebut dengan ganti pembayaran yang  
jelas, misalnya dengan mata uang, emas, perak. 
c. Benda yang disewakan harus diketahui jelas. 
Sedangkan sistem pengolahan tanah pertanian itu diperoleh 
sebagaimana kesempakatan kerja sama antara pemilik tanah, diantaranya: 
a. Bebas dari tindakan yang tidak adil dan dalim dari pemilik tanah. 
b. Tidak ada kecemasan akan timbulnya persengketan dan perselisian antara 
kedua belah pihak. 
c. Hak kedua belah pihak (khususnya penyewa) tidak terancam.69 
2. Bentuk Sewa Menyewa Tanah yang Tidak Diperbolehkan dalam Islam 
Ada suatu muzara’ah yang sudah biasa di zaman Nabi, tetapi oleh beliau 
dilarang karena terdapat unsur penipuan dan kesamaran yang berakibat pada 
persengketaan dan pertentangan. 
Banyak para sahabat yang memberikan persyaratan kepada orang yang 
mengerjakan tanahnya, yaitu dengan ditentukan tanah dan sewanya dari hasil 
tanah baik yang berupa takaran atau timbalan, sedangkan sisa dari pada hasil 
itu untuk yang mengerjakan atau masih dibagi lagi. Maka tidak layak kalau di 
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satu pihak mendapat bagian tertentu sedang pihak yang lain tidak, padahal 
suatu tanah terkadang tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan. Oleh 
karena seharusnya masing-masing pihak mengambil bagiannya itu dari hasil 
tanah dengan perbandingan yang disetujui bersama, jika hasilnya banyak maka 
kedua pihak akan ikut merasakan, jika hasilnya sedikit kedua pihak akan 
mendapatkan bagian yang sedikit pula. 
 Segolongan kecil fuqaha yang melarang persewaan tanah dikemukakan 
oleh Thawus dan Abu Bakar bin Abdul Rahman, para fuqaha tersebut 
berpendapat bahwa dilarangnya persewaan tanah itu lantaran adanya 
kesamaran di dalamnya, demikian itu karena dimungkinkan bahwa tanaman 
tersebut akan tertimpa bencana atau kerusakan lain. 
Hal tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Salim bin 
Abdullah bin Umar  sebagai berikut: 
ِىرُْكي َناَك َرَمُع َنْبا َّنَأ َرَمُع ِنْب َِّللَّا ِدْبَع ِنْب ٍِلِاَس ْنَع  ََّنأ َث َّدَح َِّىراَصَْنلِا ٍجيِدَخ َنْب َعِفَار ََّنأ ُوَغَل َب َّتََّح ُوَضَْرأ
 َلوُسَرصلى الله عليه وسلم َِّللَّا   َِّللَّا ِلوُسَر ْنَع ُثِّدَُتُ اَذاَم ٍجيِدَخ َنْبا َيَ َلاَق َف َِّللَّا ُدْبَع ُوَيِقَل َف ِضْرَلِا ِءَارِك ْنَع ىَه ْ ن َي َناَك  الله ىلص
ويلع لسوم  ِنَثَِّدَُيُ ًارَْدب اَدِهَش ْدَق َنَاََكو َّى َّمَع ُتْع َِس َرَمُع ِنْب َِّللَّا ِدْبَِعل نعِفَار َلَاق ِضْرَلِا ِءَارِك ِفِ ََّنأ ِرا َّدلا َلَْىأ
صلى الله عليه وسلم َِّللَّا َلوُسَر  ُك ْدَقَل َِّللَّاَو َِّللَّا ُدْبَع َلَاق .ِضْرَلِاِءَارِك ْنَع ىَه َنصلى الله عليه وسلم َِّللَّا ِلوُسَر ِدْهَع ِفِ ُمَلَْعأ ُتْن  ُضْرَلِا ََّنأ ىَرْكُت . 
صلى الله عليه وسلم َِّللَّا ُلوُسَر َنوُكَي َْنأ َِّللَّا ُدْبَع َىِشَخ َُّثُ  ِفِ َثَدْحَأ  ِضْرَلِا َءَارِك َكَر َت َف ُوَمِلَع ْنُكَي َْلِ اًئ ْ يَش َكِلَذ  
Artinya : Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwa Ibnu Umar 
menyewakan tanah sampai dia mendengar berita bahwa Rafi’ bin 



































Khudaij Al Anshori bercerita bahwa Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa 
sallam melarang sewa menyewa tanah. Maka Abdullah bin Umar 
menemuinya dan berkata : ‚Wahai Putra Khudaij, apa yang kamu 
ceritakan dari Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam tentang sewa 
menyewa tanah ? Rafi’ berkata kepada Abdullah bin Umar : ‚Aku 
mendengar dua orang pamanku, sedangkan keduanya ikut pada Perang 
Badar bahwa mereka berdua bercerita kepada penghuni rumah ini 
bahwa Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam telah melarang sewa 
menyewa tanah‛. Abdullah bin Umar berkata : ‚Aku benar-benar 
mengetahui bahwa tanah itu pada masa Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 
wa sallam disewakan‛. Kemudian Ibnu Umar takut bahwa Rasulullah 
shallallaahu ‘alaihi wa sallam telah membuat ketentuan yang baru 
tentang hal itu. Maka dia meninggalkan sewa menyewa tanah. 
 
Di sini diceritakan bahwa kemudian Abdullah bin Umar lebih memilih 
untuk tidak menyewakan tanah, karena khawatir Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 
wa sallam telah membuat suatu keputusan yang dia tidak mengetahuinya, ketika 
mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Rafi’ bin Khudaij. Di sini beliau lebih 
memilih untuk bersikap wara’, yaitu memilih seuatau yang terbaik dari dua hal 
yang sama-sama diperbolehkan. Gambarannya misalnya, jika ada sesuatu yang 
nilainya hanya 60 saja dan yang lainnya 90, maka beliau memilih yang 90 itu, 
sekalipun yang 60 itupun halal untuk dilakukan. Tetapi hadis inipun dengan tegas 
menjelaskan bahwa Ibnu Umar dengan pasti dia mengetahui bahwa tanah pada 



































masa Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam itu disewakan. Hanya karena 
kekhawatirannya itu, maka beliau tidak melakukanya 
Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa sewa-
menyewa tanah garapan yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah: 
a. Benda yang disewakan tidak dimaklumkan dan ditanggung 
b. Bentuk pembayaran tanah yang tidak berkentetuan 
Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa adalah merupakan perjanjian 
yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian, karena 
sewa-menyewa termasuk perjanjian timbal-balik (pertukaran). Bahkan jika salah 
satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tersebut masih ada. Sebab 




 Mengenai masalah ini ulama fiqih berpendapat. Menurut Mazhab Hanafi, 
perjanjian sewa-menyewa tersebut menjadi batal dengan meninggal dunia salah 
satu pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan menurut jumhur ulama, 
perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak menjadi batal dengan meninggalnya 
salah  satu pihak yang melakukan perjanjian.
71
 Namun demikian, tidak tertutup 
kemungkinan adanya pembatalan perjanjian sewa menyewa oleh salah satu pihak 
jika ada alasan yang kuat untuk itu. 
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PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAH DI  DESA NGEROWO 
KECAMATAN BANGSAL KABUPATEN MOJOKERTO 
 
A. Gambaran Umum Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto  
1. Kondisi geografis 




Batas Geografis Desa Ngerowo 
Batas Dusun Batas Wilayah 
Sebelah Utara Desa Salen Kecamatan bangsal 
Sebelah Selatan Desa Kaligoro  Kecamatan Kutorejo  
Sebelah Barat Desa Mojotamping Kecamatan bangsal 
Sebelah Timur Desa Sidomulyo  Kecamatan bangsal 
Sumber : Monografi desa setempat 
2. Karakteristik wilayah 
Secara geografis desa Ngerowo adalah sebuah desa yang terletak di 
kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto, desa ini memiliki 3 dusun  yaitu :  
Ngeranggon, dusun Pendowo, dusun Tawangsari.
73
 
Desa Ngerowo memiliki luas sekitar 261 ha dengan batas-batas. Selanjutnya 
mengenai kondisi pertanahan di desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten 
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3. Demografi  
Pendududk desa Ngerowo yang pada umumnya bermata pencarian 
sebgai petani dengan jumalah penduduk 5.295 jiwa atau 1680 KK. Berikut 
tabulasinya berdasarkan jenis kelamin : 
Tabel 3.2. 
Jumlah kepala keluarga 
 Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten mojokerto 
No. Jenis kelamain Jumalah  
1 Laki-laki 2678 Orang 
2 Perempuan 2617 Orang 
3 Kepala Keluarga 1455  KK 
Sumber : Monografi desa setempet 
4. Kondisi tingkat pendidikan 
Bidang pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan utama bagi 
perkembangan desa pada umumnya yang bersifat potensial, baik pendidikan 
formal dan non formal serta lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Dilahat 
dari segi masyarakat di desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten 
Mojokerto, sudah tergolong pada masyarakat yang menyadari tentang 
pentingnya pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kesadaran yang 
tinggi oleh orang tua untuk mensekolahkan anak-anaknya. Hal ini di 
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karenakan dilahat dari data yang diperoleh dari balai desa Ngerowo dapat 
diketahui sebagai berikut : 
Tabel 3.3 
Tingkat Pendidikan penduduk 
Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto 
No Tingkat pendidikan Jumlah orang 
1 TK /play group 388 
2 Yang sedang sekolah 1.157 
3 Tidak sekolah/ buta huruf 44 
4 Tidak tamat SD/sederajat 546 
5 Tamat SD/sederajat 759 
6 Tamat SLTP/Sederajat 1.742 
7 Tamat SLTA/Sederajat 902 
8 Tamat D1, D2, D3 16 
9 Sarjana/S-1/S2 60 
Sumber : Monografi desa setempat 
5. Mata pencaharian 
Masyarakat desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto 
sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani buruh tani dan selain itu 
ada juga yang bekerja menjadi peternak, pegawai negeri, pedagang, 
TNI/POLRI dan lainnya,  
Adapaun perincian mata pencaharian penduduk berdasarkan data 
sebagai berikut:   




































Rincian mata pencarian penduduk 
Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto 
No Jenis pekerjaan Laki-laki Perempuan 
1 Petani 490 482 
2 Buruh tani 801 798 
3 Pegawai negeri sipil 43 35 
4 Peternak 15 15 
5 TNI 6 0 
6 POLRI 10 0 
7 Pembantu rumah tangga 2 25 
8 Karyawan pabrik  490 486 
9 Pensiunan 12 2 
10 Jasa pengobatan alternatif 2 0 
11 Pengerajin industri rumah 
tangga 
3 3 
 Jumlah total penduduk 3.720  
Sumber : Monografi desa setempat 
6. Keadaan Agama 
Untuk agama masyarakat desa Ngerowo adalah mayoritas beragama 
Islam. Hal ini tampak pada catatan buku monografi desa Ngerowo yang 
merupakan data jumlah penduduk pemluk agama, yaitu sebagai berikut : 
Tabel 3.5 



































Jumlah pemeluk Agama 
Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto 
No Agama Laki-laki Perempuan 
1 Islam 2675 2578 
2 Katholik 2 3 
 Jumlah 2677 2581 
 Jumlah penduduk 
desa 
5258  
Sumber : Monografi desa setempet 
 
B. Praktek Sewa-menyewa Tanah untuk Pembuatan Batu Bata di Desa Ngerowo 
Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto 
Dari hasil penelitihan yang telah peneliti lakukan di desa Ngerowo 
kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto. Pada bulan Oktober tahun 2017, 
secara langsung kepada para pihak pemilik tanah sawah yang dijadikan untuk 
pembuatan batu bata  serta para penyewa tanah di desa Ngerowo.  
Adapun data jumlaah penyewa dan pemilik tanah dan jumlah tanah yang 
di sewakan masyarakat di desa Ngerowo yang telah diperoleh penulis dari 
wawancara enam belas informan, adalah  sebagai berikut: 
Tabel 3.6 
Tabel tentang para pihak yang bersangkutan dalam sewa menyewa tanah 
untuk pembuatan batu bata 











































1 Safuan Agus Supriyoto 250 m² 
2 Heru Sholeh 300 m² 
3 Joyo Surapto 500 m² 
4 Boker  Koirul Anam 250 m² 
5 Saniman  Winarto 200 m² 
6 Pardi Supriyadi 270 m² 
7 Heru Mohammad Shokhib 200 m² 
8 Safuan Djamin 300 m² 
 
Adapun perincian pelaksanaan sewa-menyewa tanah sawah untuk 
pembuatan batu bata yang dilakukan sebagian di desa Ngerowo kecamatan 
Bangsal kabupaten Mojokerto, adalah sebagai berikut : 
1. Subyek dan Obyek dalam Sewa-Menyewa Tanah untuk Pembuatan Batu Bata  
Subyek (pelaku) dalam sewa-menyewa tanah untuk pembuatan batu 
bata ini adalah para pemilik tanah (yang menyewakan) dan para penyewa. 
Sedangkan obyeknya adalah tanah sawah yang dijadikan batu bata yang ada di 
desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto. 
Adapun jumlah subyek/orang yang melakukan sewa-menyewa tanah 
sawah dijadikan batu bata yang ada di desa Ngerowo kecamatan Bangsal 
kabupaten Mojokerto ini berdasarkan dari hasil penelitihan, mereka yang 
melakukan praktek sewa-menyewa tersebut adalah berjumlah 8 (delapan) 



































orang  sebagai pemilik tanah (yang menyewakan) dan 6 (enam) orang sebagai 
penyewa. 
Delapan  orang sebagai pemilik tanah (yang menyewakan) tersebut adalah : 
a. Agus supriyoto dengan alamat Dusun Ngeranggon RT. 25 RW. 06 di desa 
Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto. Tanah yang disewakan 
berdasarkan data adalah seluas 250 m² atau sama dengan ¼ Ha.
75
 
b. Sholeh dengan alamat Dusun Ngeranggon RT. 25 RW. 08 di desa Ngerowo 




c. Surapto dengan alamat Dusun pendowo RT. 4 RW. 02 di desa Ngerowo 
kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto. Tanah yang disewakan 
berdasarkan data adalah seluas 500 m² atau sama dengan ½ Ha.
77
 
d. Koirul Anam dengan alamat Dusun ngeranggon RT. 7 RW. 5 di desa 
Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto. Tanah yang disewakan 
adalah seluas 270 m².
78
 
e. Winarto dengan alamat Dusun Tawangsari RT. 7 RW. 03 di desa Ngerowo 
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f. Supriyadi dengan alamat Dusun pendowo RT. 14 RW. 05 di desa Ngerowo 
kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto. Tanah yang disewakan adalah 
seluas 250 m² atau sama dengan ¼ Ha.
80
 
g. Mohannad Shokhib dengan alamat Dusun pendowo RT. 6 RW. 04 di desa 
Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto. Tanah yang disewakan 
adalah seluas 200 m².
81
 
h. Djamari dengan alamat Dusun pendowo RT. 2 RW. 05 di desa Ngerowo 
kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto. Tanah yang disewakan adalah 
seluas 300 m² .
82
 
Sedangkan para penyewa berdasarkan data adalah : 
a. Safuan dengan alamat di desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten 
Mojokerto. 
b. Heru dengan alamat di desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten 
Mojokerto. 
c. Joyo dengan alamat di desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten 
Mojokerto. 
d. Pardi alamat di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. 
e. Saniman alamat di desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten 
Mojokerto. 
f. Boker alamat di desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto. 
2. Proses Transaksi atau Cara Melakukan Akad 
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Akad disini merupakan ungkapan  tentang segala hal yang menyangkut 
dari pelaksanaan sewa-menyewa antara pemilik tanah dengan penyewa dengan 
bertujuan untuk membuktikan adanya kesepakatan diantara keduanya. 
Transaksi/akad sewa-menyewa tanah sawah untuk pembuatan batu bata yang 
ada di desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto, berdasarkan 
hasil penelitihan adalah dilakukan menurut ketentuan adat istiadat desa 
tersebut.   
Dalam proses transaksi tersebut adalah satu orang pemilik tanah 
penyewa Seperti telah dinyatakan oleh Agus Supriyoto dalam wawancaranya 
beliau mengatakan ‚Dalam perjanjian (akad) sewa menyewa antara pemilik 
lahan dengan penyewa lahan, mereka membuat perjanjian secara lisan atas 
dasar saling percaya antara satu dengan yang lain. Dalam perjanjian tersebut, 
mereka akan menyepakat lokasi tanah, berapa lama waktu yang diinginkan 
penyewa untuk menyewa tanah, dan berapa besarnya upah atas sewa tanah 
tersebut‛.83 
3. Penentuan Harga  
Dalam menentukan harga sewa-menyewa tanah sawah untuk 
pembuatan batu bata  yang ada di desa Ngerowo kecamatan Bangsal 
kabupaten Mojokerto, menurut hasil wawancara dalam hal ini wawancara 
dengan Sholeh beliau mengatakan ‚Uang  yang dibayarkan berdasarkan harga 
kelaziman yang berlaku di desa tersebut‛. Sewa berakhir ketika waktu sudah 
habis, walupun nantinya ada tanah dari luas yang disewakan tersebut belum 
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semuanya untuk di ambil materialnya. Penyewa tanah akan memilih 
memperpanjang masa sewa atau menyudahi masa sewa.
84
 
4. Sistem Pembayaran 
 Sistem pembayaran dalam sewa-menyewa tanah untuk pembuatan 
batu bata yang ada di desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten 
Mojokerto, adalah dibayar tergantung kesepakatan kedua belah pihak ada 
yang minta di awal perjanjian dan ada yang membayar secara menyicil setiap 
perbulan sekali dan ada pihak yang menyewakan tanah mintak separo dulu dan 
sisanya dikasih saat masa sewa berakhir. Pernyataan ini jga disamapaikan oleh 
pemilik tanah sawah untuk pembuatan batu bata di desa Ngerowo kecamatan 
Bangsal kabupaten Mojokerto.  
Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Surapto yakni ‚Dalam 
kesepakatan pembayaran sewa-menyewa tanah sawah untuk pembuatan batu 
bata bahwa pembayaran tanah sewa tergantung kesepakatan ada yang minta di 
awal perjanjian dan ada  yang menyicil tiap bulan sekali mintak separo dulu 
dan sisanya dikasih saat masa sewa berakhir‛85 
5. Faktor yang menimbulkan Perselisihan 
Tanah merupakan kebutuhan utama dan akan selalu dibutuhkan 
dimasa-masa mendatang secara berkesinambungan. Demikian ini dapat kita 
rasakan sebab kebutuhan manusia terhadap tanah baik itu sebagai tempat 
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tinggal, bangunan maupun sebagai lahan pertanian, yang merupakan sumber 
penghasilan khususnya bagi masyarakat perdesaan.  
Di dalam prakteknya dilapangan bahwa dalam hal muamalah, 
masyarakat desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto, 
khususnya hal sewa-menyewa tanah sawah dijadikan pembuatan batu bata 
terdapat banyak kasus atau masalah yang menjadikan perselisiahan diantara 
pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. 
a. Faktor yang timbul dari pihak yang menyewakan 
 Diantara hal-hal yang menjadi faktor perselisihan antara yang 
menyewakan dengan penyewa dalam praktek sewa-menyewa tanah untuk 
pembuatan batu bata yang ada di desa Ngerowo kecamatan Bangsal 
kabupaten Mojokerto, yang timbul dari pihak yang menyewakan (pemilik 
tanah) adalah sebagai berikut : 
1) Tidak jarang pemilik tanah (yang menyewakan) meminta uang kepada 
penyewa sebelum waktunya. Hal ini disampaikan oleh Safuan sebagai 
penyewa tanah "Bahwa sering terjadi perselisihan yang dikarenakan para 
pemilik (yang menyewakan) meminta uang sebelum waktunya, 
seharusnya jatuh tempo penyewa harus membayar kepada yang 
menyewakan adalah akhir bulan agustus, tetapi yang menyewakan 
memaksa untuk memintanya sebelum bulan Agustus, dengan alasan 
digunakan untuk hajatan dan lain sebagainya.
86
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2) Para pemilik tanah (yang menyewakan) meminta kembali tanah 
miliknya sebelum masa persewaan habis. Hal semacam ini dapat 
merugikan para penyewa. Seperti pernyataan salah satu penyewa yakni 
Heru "kami sebagai penyewa merasa dirugikan apabila ada pemilik 
tanah (yang menyewakan) itu mengambil kembali tanah miliknya 
sebelum habis masa sewanya."
87
 
b.  Faktor yang timbul dari pihak penyewa 
Diantara hal-hal yang menjadi faktor perselisihan antara yang 
menyewakan dengan penyewa dalam praktek sewa-menyewa tanah untuk 
pembuatan batu bata yang ada di desa Ngerowo kecamatan Bangsal 
kabupaten Mojokerto, yang timbul dari pihak penyewa adalah sebagai 
berikut: 
1) Ketidak tepatan pembayaran uang sewa oleh penyewa. Hal semacam ini 
sering kali di lakukan oleh penyewa, pernyataan seperti ini disampaikan 
oleh Koirul Anam "Bahwa dalam pembayaran uang  oleh penyewa 
sering kali melebihi waktu ketentuan yang di sepakati.
88
 
2)  Banyak para penyewa tanah mengeruk tanpa ada ukurannya seperti 
yang di sampaikan oleh winarto ‚ bahwa tanah yang di sewa dikeruk 
tanpa di tentukan ukurannya dan mengakibatkan tanah yang setelah di 
sewa menjadi rusak dan susah untuk di tanami kembali. 
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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA TANAH DI 
DESA NGEROWO KECMATAN BANGSAL KABUPATEN MOJOKERTO 
 
A. Transaksi Akad Terhadap Sewa-menyewa Tanah untuk Pembuatan Batu Bata di 
Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto 
Pada dasarnya akad tidak berbeda dengan transaksi (serah terima). semua 
perikatan (transaksi) yang dilakukan kedua belah pihak atau lebih, tidak boleh 
menyimpang dan harus sejalan dengan syariat. 
Dari hasil wawancara bahwa latar belakang pendidikan masyarakat yang 
menyebabkan mereka tidak mengetahui, bahwa dalam akad sewa yang diambil 
hanyalah manfaat dari barang yang disewakan saja, tidak boleh mengambil 
barang yang disewakan. Menurut masyarakat kalau barang yang disewakan sudah 
diserahkan ke pihak penyewa dan pihak penyewa sudah menyerahkan uang sewa 
nya maka boleh melakukan apa saja terhadap barang yang disewakan tersebut 
dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan alasan yang lain bahwa menyewa 
tanah untuk membuat batu bata merupakan kebiasaan masyarakat desa Ngerowo 
kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto dari dulu-dulu. 
  Dalam ajaran Islam yang membolehkan tentang hal itu yaitu ‘urf 
(kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pada suatu saat 
hukum Islam tunduk kepada waktu, tempat dan suasana karena maksud dan 
tujuan hukum itu adalah untuk kemaslahatan umatnya. Namun hal ini masih 



































banyak kasus-kasu s yang bermunculan yaitu dengan menyewakan tanah kepada 
pihak penyewa yang digunakan untuk membuat batu bata. 
Untuk membuat batu bata sebagian masyarakat desa Ngerowo kecamatan 
Bangsal kabupaten Mojokerto menyewa tanah hal ini sudah kebiasaan 
masyarakat dari dulu-dulu. ‘Urf (kebiasaan) yang dilaksanakan masyarakat desa 
Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto merupakan ‘urf yang 
bertentangan dengan syariat. Salah satu faktor yang menyebabkan penyewa 
menyewa tanah yang digunakan untuk membuat batu bata dan pihak yang 
menyewakan tanahnya untuk membuat batu bata adalah karena lemahnya 
keadaan ekonomi. 
Sedangkan pelaksanaan akad sewa tanah untuk pembuatan batu bata di 
desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto tidak jauh berbeda 
dengan sewa menyewa pada umumnya. Sewa menyewa tanah yang terjadi di desa 
Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto merupakan suatu akad sewa 
menyewa terhadap manfaat suatu lahan pertanian yang dijadikan tempat 
pembuatan batu bata (termasuk untuk menjemur bata serta membakar bata) dan 
tanahnya diambil sebagai bahan dasar pembuatan batu bata itu sendiri.  
Dalam perjanjian (akad) sewa menyewa antara pemilik lahan dengan 
penyewa lahan, mereka membuat perjanjian secara lisan atas dasar saling percaya 
antara satu dengan yang lain. Dalam perjanjian tersebut, mereka akan 
menyepakati lokasi tanah, berapa lama waktu yang diinginkan penyewa untuk 
menyewa tanah, dan berapa besarnya upah atas sewa tanah tersebut.  



































Pada praktik sewa menyewa dalam menjalankan jangka waktu sewa, 
pihak penyewa tanah sudah memberi tahu berapa lama ia akan menyewa tanah 
tersebut. Pihak penyewa tanah memberi tahu bahwa bila dalam jangka waktu 
tersebut tanah yang disewa belum seluruhnya digali, maka hal itu merupakan 
resiko dari penyewa. Maka nantinya penyewa akan memilih untuk menyelesaikan 
sewa atau melanjutkan dan menambah waktu sewa. 
Selanjutnya pada praktik pembayaran sewa yaitu terdapat perbedaan cara 
pembayaran antara penyewa satu dengan penyewa yang lain. Salah satu 
penyewa, membayar uang sewa sebanyak Rp 6.000.000 selama satu tahunnya 
yang dibayar kontan pada masa awal sewa. Sementara penyewa yang lain, 
membayar uang sewa setiap 2 bulan sekali sebanyak Rp1.000.000 sampai masa 
sewa habis. Pembayaran dilakukan tidak dengan catatan pembukuan, hanya 
berdasarkan atas asas saling percaya antara satu dengan yang lain.  
Adapun kewajiban sewa menyewa lahan pertanian di desa Ngerowo 
kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto yaitu sebagai berikut:  
1. Orang yang menyewakan berhak menerima imbalan/harga sewa terhadap apa 
yang disewakan.  
2. Pembayaran dilakukan pada awal perjanjian sewa sebesar Rp. 
6.000.000,00/tahun dan atau dua bulan sekali sebesar Rp.1.000.000,00 
setelah pembakaran bata kering laku dijual. 
3. Jangka waktu sewa tanah telah ditentukan diawal waktu perjanjian, jika 
waktu sewa telah habis namun tanah sewa belum selesai di gali maka hal itu 
menjadi resiko penyewa. Penyewa akan memilih untuk melanjutkan sewa.  



































4. Setelah terjadinya kesepakatan, maka orang yang menyewakan tidak berhak 
mengambil kembali tanah yang disewakan pada saat berlangsungnya sewa. 
5. Penyewa lahan memperbolehkan pemilik lahan  mengambil buah atau kayu 
dari tanaman yang tumbuh diatas tanah tersebut.  
Menurut penulis Pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan masyarakat 
di desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto tidak sesuai dengan 
ketentuan hukum Islam, karena salah satu pihak merasa di rugikan  dalam 
kenyataannya di lapang pihak yang menyewakan merasa di rugikan karena para 
pihak penyewa mengeruk atau menggali tanah sewa tidak beraturan dan tidak di 
tentukan batas dan ukurun tanah yang di ambil dan mengakibatkan pihak 
penyewa merasa di rugikan setelah masa sewa habis tanah tidak produktif lagi 
untuk di tanami kembali. 
 
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Tanah untuk Pembuatan Batu 
Bata di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto 
Akad ija>rah yang di desa Ngerowo Kecamatan Bangsal beda dengan akad 
ija>rah secara hukum atau teori. Pada umumnya akad ija>rah terhadap tanah hanya 
untuk ditanami saja, tetapi di desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten 
Mojokerto sewa tanah yang dilakukan penyewa dan yang menyewakan tidak 
hanya untuk ditanami saja, tetapi ada juga tanahnya yang digunakan untuk 
membuat batu bata dan diambil tanahnya sehingga tanah tersebut menjadi 
berkurang atau berubah kondisinya. 



































 Dalam kitab Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh tulisan Wahbah Az-Zuhaili 
dijelaskan hal tersebut dinyatakan tidak boleh, sebagaimana pernyataan beliau 
sebagai berikut:  
 َب ْي ُع  ْلا َم ْن َف َع ِة   ُل َغ ًة   َا َجل َراة  
Artinya: Ija>rah menurut bahasa adalah jual beli manfaat.89 
Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa yang diambil dalam akad ija>rah 
(sewa–menyewa) hanyalah manfaatnya saja. Jadi akad ija>rah terhadap tanah 
untuk pembuatan batu bata yang di desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten 
Mojokerto tidak sesuai menurut Wahbah Az-Zuhaili, karena kenyataannya tanah 
yang dijadikan obyek sewa tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa 
tanah dengan jalan diambil zatnya yang kemudian oleh pihak penyewa tanah 
untuk pembuatan batu-bata. Tentunya, ketentuan tersebut 
 sangat bertentangan dengan hakekat dari akad sewa-menyewa itu sendiri, 
sedangkan secara hakiki pihak penyewa hanya berhak untuk mengambil manfaat 
dari benda yang disewakan. 
Setelah selesai mengambil manfaat, penyewa (yang memanfaatkan) 
mengembalikan kepada pemiliknya. Dalam kitab Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh 
tulisan Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa tidak boleh mengambil barang 
yang disewakan dengan sengaja: 
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 Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh, Juz V, (Damaskus: Dar Al-Fikr 1989), 
3803. 



































,ِِوتَْرَثَ ِذْخَِلِ ِناَتْسُبْلا َُةراَجِإ َّحِصَت َلاَف ,اًدْصَق ٍْيَْع ُءاَف ْ يِتْسِا ِةَعَف ْ نَمْلا فِ َنْوُكَي َلا َْنأَو ِذْخَِلِ َةاَشلَالاَو
اَهِنََبلَْوأ اَهِفْوُص 
 
 Artinya:  disyaratkan juga dalam manfaatnya tidak ada maksud mengambil 
barang dengan sengaja, sehingga tidak sah menyewakan kebun untuk 




Dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili dijelaskan juga: 
  
 َذِإَو َراَجِلا ْتَن َاكا َع َرَمَثلا َّنَِلِ,ِرَمَِثل ِمَرَكْلاَو ِرَجَشلا َُةراَجِإ ِءاَهُقُفْلِارَثْكَأ َدْنِع ُزْوَُي َلاَف ِعَِفانَمْلا ُعْي َب ُة نْيْ
 َْوأ اَهِنَبَلل ِةا َّشلا َُةراَجِإُزْوَُت َلاَو . ِْيَْعْلا ُعْي َب َلا ِةَعَف ْ نَمْلا  ُعْي َب َُةراَجِلْاَو  َنَِلِ اَى ِدَلَو َْوا اَهِف ْوُص َْوأ اَهِنَْس
اَمْلا وأ ٍةاَنق وأ ٍرِْئب وأ ٍرْه َن فٍِءاَمَُةراَجِإُزْوَُت َلاَو .َِةراَجِلْا ِدْقَعِب ُقِحَتْسَت َلاَف ٍناَيَْعأ ِهِذَى َّنَِلِ ٍْيَْع ُء
 ُراَجْئِتسَِلا ُزوَُي َلاَو ٍْيَْع ءاَمْلا 
  
Artinya: Akad ija>rah adalah penjualan manfaat, maka menurut Jumhur Ulama 
tidak dibolehkan menyewakan pohon untuk diambil buahnya karena 
buah adalah barang, sedangkan ijarah adalah menjual manfaat bukan 
menjual barang. Begitu pula tidak boleh menyewakan kambing untuk 
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diambil susunya, minyak saminnya, bulunya, atau anaknya, karena 
semuanya baginya dari barang sehingga tidak boleh dilakukan dengan 
akad ija>rah. Begitu juga tidak boleh menyewa air di sungai, sumur, 





Oleh sebab itu pelaksanaan akad ija>rah terhadap tanah yang digunakan 
untuk pembuatan batu bata di desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten 
Mojokerto sudah menyalahi konsep ija>rah yang sebenarnya menurut Wahbah 
Az-Zuhaili. 
  Akad ija>rah merupakan salah satu akad yang dibolehkan dalam Islam di 
mana semua barang yang mungkin diambil manfaatnya dari zatnya sah untuk 
disewakan apabila kemafaatannya itu dapat ditentukan dengan salah satu dua 
perkara yaitu dengan masa dan perbuatan. Barang yang diambil manfaatnya 
masih tetap wujudnya sampai waktu yang telah ditentukan. Ija>rah merupakan 
suatu perjanjian di mana pihak yang satu akan menyerahkan suatu benda 
untuk dipakai dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya 
menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakai itu 
pada waktu yang ditentukan. 
Dalam hal ini Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwasanya dalam 
akad ija>rah yang boleh diambil itu adalah manfaatnya bukan bendanya. Dalam 
penelitian skripsi ini mengambil tanah untuk membuat batu bata dengan akad 
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ija>rah jika dilihat dari pemahaman masyarakat desa Ngerowo kecamatan 




 Menurut penulis sebenarnya boleh mengambil tanah untuk pembuatan 
batu bata akan tetapi dengan syarat teori akad yang dilakukan harus sesuai 
dengan pelaksanaan pengambilan tanah untuk membuat batu bata tersebut. 
Bagi masyarakat yang melaksanakan ija>rah harus mengetahui dulu apa arti 
ija>rah yang sebenarnya. 
Seharusnya akad tersebut dirubah menjadi akad jual beli, karena objek 
jual beli bukan hanya barang, tetapi juga manfaat dan barangnya bisa 
berpindah hak kepemilikannya dengan syarat tukar menukar berlaku 
selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian ija>rah tidak termasuk 
jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang 
ditetapkan dalam perjanjian. Karena jual beli juga merupakan akad yang 
dibolehkan berdasarkan al-Quran, Hadis dan ijma’.  
Dalam al-Quran Allah berfirman   
             
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 Jadi menurut penulis akad jual beli lebih sesuai dalam pelaksanaan 
pembuatan batu bata dengan cara pengusaha batu bata membeli tanah 














































A. Kesimpulan  
  Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan transaksi akad ija>rah terhadap tanah yang digunakan untuk 
membuat batu bata di desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten 
Mojokerto dilakukan menurut ketentuan adat istiadat desa tersebut. Dalam 
perjanjian akad sewa menyewa antara pemilik lahan dan penyewa lahan, 
mereka membuat perjanjian secara lisan atas dasar saling percaya antara satu 
dengan yang lain.  .  
2.  Menurut Hukum Islam terhadap sewa-menyewa tanah untuk pembuatan batu 
bata di desa Ngerowo kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto adalah kurang 
sesuai, seperti yang dijelaskan dalam kitab Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh 
karena adanya pengambilan materi pada objek sewa sehingga mengalami 
kerusakan pada zatnya. Adanya kerusakan objek yang ditimbulkan oleh 
penyewa tanah secara sengaja sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak 
sahnya akad ija>rah karena dalam akad ija>rah yang diambil hanyalah manfaat 
dari barang yang disewakan saja. 
 
  




































Dalam hasil temuan dalam penelitian ini maka penulis mengemukakan 
beberapa saran 
1. Hendaknya semua pihak yang terlibat harus memahami hakikat sewa yang 
sebenarnya. Pertahankan dalam membuat kesepakatan dengan jelas seperti 
ukuran kedalaman pengerukan tanah, jangka waktu masa sewa, uang yang 
harus dibayarkan, serta lokasi sewa. Agar tidak menimbulkan kerugian salah 
satu pihak. 
2. Hendaknya adat bagaimana akad sewa tanah ini sedikit disesuaikan dengan 
kaidah hukum Islam yang benar agar perjanjian benar-benar mantap dan yakin 
sesuai ajaran syariat Islam. 
3. Sebaiknya para pihak melakukan transaksi tidak hanya mengandalkan 
kepercayaan, namun juga menggunakan surat perjanjian untuk mencegah 
terjadinya sengketa di kemudian hari. Kepercayaan itu memang penting dalam 
setiap transaksi, namun surat perjanjian dapat menjadi rujukan yang andil 
dalam menyelesaikan masalah. 
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